BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagai
pilihan kebijakan dalam bingka negara kesatuan Republik Indonesia, selau
menarik untuk diamati. Kehadirannya tidak pernah terlepas dari konfigurasi
politik pada masanya, yang diwarna oleh berbagal kepentingan dari rezim yang
berkuasa. Dulu ia pernah bercorak dan berkadar sangat rendah, kemudian
melonjak menjadi tinggi, rendah kembali, dan kini menjadi sangat tinggi. Namun
demikian, betapapun tingginya kadar desentralisasi yang diberikan, tidak dapat
diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk
menjalankan hak dan fungs otonomi menurut sekehendaknya tanpa
mempertimbangkan kepentingan daerah lain dan kepentingan nasional secara

keseluruhan (Y udoyono, 2003).

Ada beberapa adasan mengapa Pemerintah perlu melaksanakan desentralisas
kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Alasan-alasan ini didasarkan pada kondisi
ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesua sistem pemerintahan yang dianut
oleh negara. Mengenai aasan-dasan ini, Kaho daam Yudoyono (2003)

menyatakan sebagai berikut, pertama, dilihat dari sudut politik sebagai permainan
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kekuasaan (game theory), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah
penumpukan kekuasaan pada satu pihak sga yang pada akhirnya dapat
menimbulkan tirani. Kedua, dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi
dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta
dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
Ketiga, dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, aasan mengadakan
pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu
pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus
Pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Keempat, dari
sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya
ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan
penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang segjarahnya.
Kelima, dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisai diperlukan
karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu

pembangunan tersebut.

Menurut Conyers dalam Muluk (2005), selama beberapa dekade terakhir terdapat
minat yang terus meningkat terhadap desentralisas di berbagai pemerintahan
dunia ketiga. Bahkan banyak negara yang telah melakukan perubahan struktur
organisas pemerintahan kearah desentralisasi. Minat tersebut juga senada dengan
kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan internasional.
Sehingga dapat dikatakan, desentraisass membawa dampak terhadap
pengembangan berkelanjutan di suatu daerah, karena adanya kepentingan

tersebut.
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Pada prinsipnya, kebijakan  otonomi  daerah  dilakukan  dengan
mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di
tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah
pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya,
sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota
di seluruh Indonesia. Oleh karena adanya pengalihan kekuasaan itu, maka suatu
daerah memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga
dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat membentuk organ-organ untuk

mendukung pel aksanaan otonomi tersebui.

Perjalanan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja organ
pemerintah, namun dalam prakteknya, seringkali kita melihat banyak keluhan
mengenal daya kerja organ pemerintah tersebut. Keberagaman tentang keburukan
dan kelemahan prestas kerja pemerintahan, setiap hari diungkapkan dengan
istilah-istilah, seperti prosedur yang kaku, proses penyelesaian yang bertele-tele,
semua instansi bergerak sendiri-sendiri, performa pelayanan yang membosankan,

tujuan organisasi tidak tercapai karena kurang efektif dan seterusnya.

Efektifitas sebuah organisas tidak akan terlepas dari pengaruh mangemen. Ada
tiga aasan teoritis, empiris dan praktis. Pertama, konsep efektifitas organisasional
secara teoritik terletak pada pusat semua model organisasional. Konsep ini
tertanam dalam bahasa akademik maupun mangjerial. Kedua, efektifitas secara
empirik berfungsi sebagai variabel penting dalam kegiatan riset dan konsep

penting dalam penafsiran organisasional. Akhirnya kita sebagai individu selalu
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dihadapkan dengan kebutuhan untuk membuat judgments tentang kinerja

(performance) berbagai organisasi (Susanto, 2004).

Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif apabila memiliki struktur yang tepat.
Keefektifan didefinisikan sebagai sgauh mana sebuah organisasi mewujudkan
tujuan-tujuannya. Secara tidak langsung, organisasi pemerintah yang efektif akan
memberikan dampak positif dalam perkembangan otonomi daerah. Otonomi
daerah yang digulirkan oleh pemerintah setelah runtuhnya rezim orde baru
merupakan sebuah jawaban atas berbagai geolak yang terjadi di dalam
masyarakat akibat sistem pemerintahan pada masa orde baru yang sentralistik dan

kurang memberikan kel el uasaan pada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah kegiatan pengawasan.
Pengawasan mempunyai arti yang sangat penting karena pengawasan merupakan
salah satu fungsi organik manaemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan
untuk memastikan dan menjamin agar tujuan dan sasaran serta tugas-tugas
organisas akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana,

kebijakan, instruksi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daam sistem administrasi negaralmangiemen pemerintahan, pengawasan
bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Adapun sasarannya adal ah, pertama, agar pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan

agar tercapai dayaguna, hasilguna, dan tepatguna yang sebaik-baiknya. Kedua,
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agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program
pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran

yang ditetapkan.

Sebagal salah satu dasar fungsi mangjemen, pengawasan tidak dapat dihilangkan
dalam setiap sistem organisasi disebabkan merupakan lingkaran manajemen yang
saling berkaitan. Setiap pimpinan organisasi, baik forma maupun informal, mau
tidak mau harus menjalankan fungsi pengawasan demi keberhasilan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya. Dalam suatu organisasi biasanya fungsi pengawasan
dijalankan sendiri oleh pimpinan organisas tersebut dengan tidak dibantu oleh
suatu lembaga atau unit kerja khusus. Hal demikian merupakan pemborosan

bertentangan dengan prinsip organisasi pada umumnya. (Sabarno, 2007).

Fungs pengawasan dapat dilakukan setigp saat, balk sedlama proses
mang emen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui
tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Dengan kata lain, fungsi
pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan
pengawasan sebagal fungs mangemen bermaksud untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan
dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan
daam perwujudan mangemen/administrasi berikutnya di lingkungan suatu
organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki
dengan menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan maupun

pel aksanaannya (Nawawi, 1995)
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Mekanisme pengawasan yang baik yakni pengawasan secara berkelanjutan,
konsisten dan komprehensif yang dilakukan secara eksternal maupun internal.
Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain di
luar organisasi/ingtitusi pemerintah misalnya yang dilakukan oleh masyarakat
melalui media, LSM atau institus lainnya yang berwenang (aparat hukum)
sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh lembaga yang berasal dari
lingkungan sendiri. Substans dari kedua jenis pengawasan ini juga berbeda
Pengawasan eksternal lebih ke penanganan setelah ada kasus atau dugaan
penyimpangan atau bersifat investigatif, sedangkan pengawasan internal lebih ke

pencegahan, pengendalian dan pembinaan organisasi pemerintahan.

Organisasi Pemerintahan yang berwenang melakukan pengawasan internal adalah
Inspektorat. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan
pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat
penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada
dalam bingkai aturan yang benar (on the right track), semakin baik proses audit
dan tindak lanjutnya maka kinerja inspektorat semakin baik pula. Selanjutnya
kinerja inspektorat yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya

pemerintahan daerah yang baik dan bersih sebagai amanat rakyat

Setiap pemerintah daerah tentunya memiliki perangkat organisas tersebut, tidak
terkecuali Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah tersebut, di
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susun tentang uraian tugas yang lebih teknis dalam Peraturan Bupati Lampung
Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Pengawasan internal Pemerintahan Daerah yang dilakukan Inspektorat Lampung
Tengah merupakan suatu tanggungjawab yang besar. Sebab kabupaten ini
merupakan daerah yang cukup luas yaitu sekitar 4789,82 Km?. Karena luas daerah
tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam
melakukan pengawasan yang salah satunya dalam bidang pendidikan. Namun,
kinerja Inspektorat belum berjalan dengan baik, ha ini dapat di lihat dengan
adanya pungutan liar sgumlah oknum Inspektorat dengan dalih melakukan
inspeksi terhadap pengecekan keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi
persyaratan lulus sertifikasi. Persyaratan lulus sertifikas tersebut antara lain
ijazah, surat kerja, dan jam mengaar dari kepala sekolah, daftar hadir, dan
portofolio. Kemudian terdapat oknum Inspektorat yang meminta sgumlah uang
Rp. 250 ribu — Rp. 300 ribu kepada setiap guru SMP se-Kecamatan Terusan
Nunyai yang telah lulus sertifikasi dan dikumpulkan di Kampung Bandaragung

hingga mencapai Rp. 500 juta. (Tipikor News, Edisi Desember 2010).

Pihak Inspektorat membantahnya dan meminta kepada sgumlah guru untuk
membuat surat pernyataan tidak dimintai uang oleh Tim Inspektorat. Namun, jika
pungutan yang dilakukan kepada guru ini dapat dibuktikan, merupakan awal
pengusutan dan akan diikuti pihak-pihak lain yang pernah merasa dirugikan.
Dengan demikian, mangemen pengawasan yang dilakukan Inspektorat masih

kurang optimal dengan adanya oknum yang melakukan pungutan liar. Meskipun
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hal ini perlu dilakukan investigasi mendalam oleh aparat yang berwenang. Karena
pentingnya sebuah pengawasan adalah sebagai keseluruhan proses penilaian
terhadap obyek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan
berjalan sesuai dengan fungsinya di lingkungan pemerintahan daerah, maka aparat
pengawas fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan
penyimpangan dapat menghambat pelaksanaan tugas umum dan pembangunan,

sehinggatidak berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang
bagamana efektifitas pengawasan Inspektorat daerah dalam mendukung

pel aksanaan otonomi daerah Lampung Tengah.

B. Perumusan M asalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagamana efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam mendukung
pel aksanaan otonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah?

2. Apa sga kendala dalam melakukan pengawasan internal oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Lampung Tengah?
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C. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripskan dan menganalisis efektifitas pengawasan
Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah
Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan internal oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kegunaan Pen€litian

Penelitian ini diharapkan berguna secarateoritis dan secara praktis.
1.  Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu
memperkaya keilmuwan Administras Negara terutama tentang kajian

dalam bidang Managjemen Pemerintahan Daerah

2.  Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi
Pemerintah Daerah Lampung Tengah tentang efektifitas pengawasan

Inspektorat Daerah Lampung Tengah.
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